PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES
NOMOR 02 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN JADWAL, LOKASI DAN JUMLAH KONSTITUEN KEGIATAN RESES
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES
MASA PERSIDANGAN II TAHUN 2025 - 2026

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES,

Menimbang . a. bahwa dalam rangka meningkatkan koordinasi
serta menjamin kelancaran pelaksanaan tugas,
fungsi, dan wewenang Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dalam menyerap aspirasi
masyarakat serta melaksanakan pengawasan
terhadap penyelenggaraan pembangunan di
daerah pemilihan masing-masing, perlu
dilaksanakan kegiatan reses;

b. bahwa berdasarkan Pasal 103 ayat (7) Peraturan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Brebes Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Brebes disebutkan bahwa jumlah lokasi dan
konstituen reses yang diundang ditetapkan
dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan  Keputusan Pimpinan  Dewan
Perwakilan Rakyat Daergh Kabupaten Brebes.



Mengingat

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Dacrah-Dacrah Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Nomor 5234) scbagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026
Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 7153);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026
tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 71353);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6,



0.

9.

Tambnhan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6847),

Pernturnan  Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018
tentang Pedomun Penyusunan Tata Tertib Dewan
Perwnkilnn Roakyat Daerah Provinsi, Kabupaten,
dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Neparn Republik Indonesin Nomor 6197);
Peraturan  Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Neparn Republik Indonesin Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan  Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019
tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan
Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor
6323);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan  Produk  Hukum
Dacrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 2036) scbagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang  Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang  Pembentukan  Produk Hukum
Dacrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara IEvaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Dacrah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Dacrah, serta Tata Cara Perubahan Rencana




Menetapkan
KESATU

KEDUA

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 7
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes
(Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 6);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9
Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran
Daerah Tahun 2025 Nomor 9);

12. Peraturan Bupati Brebes Nomor 79 Tahun 2025
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita
Daerah Tahun 2025 Nomor 79);

13. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Brebes (Berita Daerah Kabupaten
Brebes Tahun 2024 Nomor 116).

MEMUTUSKAN

Jadwal, Lokasi dan Jumlah Konstituen Kegiatan Reses
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Brebes Masa Persidangan II Tahun 2025 - 2026
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan
ini.

Jumlah Konstituen Reses Masa Persidangan II Tahun
2025 - 2026 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Brebes adalah sebanyak 40 (empat puluh)

orang konstituen setiap lokasi reses.



KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun
Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 21 Januari 2026

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BREBES

/< KETUA,
A
A P PP,
// '-;'./ ,;_: g™\ \

P
WAKIL KETUA, WAKIL KETUA,
MOH. IQBAL TANJUNG HERU IRAWANTO TEGUH WAHID TURMUDI
Tembusan:

—

. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;

. Bupati Brebes;

2
3. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes;
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5. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes.



